KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA TERNATE

SUB UNIT KERJA  : PENGADILAN AGAMA TERNATE

. DATA PRIBADI
1. Nama : MASRUROH
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 552168
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 455.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/200 m2 di KOTA TERNATE ,
HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/50 m2 di BANYUWANGL
HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 158.000.000

1. MOTOR, SUZUKI SPINT Tahun 2006. HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000

2. MOTOR, YAMAHA SUOL GT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000

3. MOBIL, SUZUKI PICK - UP FUTURA 1.3 Tahun 2016, HASIL
SENDIRI Rp. 140.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -

D. SURAT BERHARGA Rp. s

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. -

F. HARTA LAINNYA Rp.
Sub Total Rp. 613.000.000

Il HUTANG Rp. 290.000.000
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-lll) Rp. 323.000.000

Catatan:



Komisi Pemberantasan Korupsi

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elfikpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang lidak dilaporkan dalam LHKPN. maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dar Korupsi, Kolusi dan
Nepolisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 10 Februari 2020.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2020/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA TERNATE

SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA TERNATE

I. DATA PRIBADI
1. Nama . JUMRIYANI
2. Jabalan . PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 715434
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 500.000.000

1. Tanzh dan Bangunan Seluas 12 m2/10 m2 di KOTA TERNATE ,
HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 13.000.000
1.  MOBIL, DAIHATSU HYLINE F 69 (2765) JEEP Tahun 1991, HASIL
SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA NC 11A3CB A/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI

Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 47.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. —

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 200.000

F. HARTA LAINNYA Rp. —
Sub Total Rp. 560.200.000

I HUTANG Rp. 5.307.000
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (li-iil} Rp. 554.893.000

Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikiimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui efhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkuian atau siapapun juga uniuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat haria kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
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Komisi Pemberantasan Kerupsi

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catalan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 3 Maret 2020.
4. Pengumuman ini tidak memeriukan landa tangan karena diceiak secara otomatis.



KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA TERNATE

SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA TERNATE

i. DATA PRIBADI

1. Nama . NURASIA
2. Jabatan . PANITERA PENGGANTI
3. NHK . 481258
. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 170.000.000

1. MOBIL, SUZUKI IGNIS Tahun 2017. HASIL SENDIRI Rp.

170.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ——
D. SURAT BERHARGA Rp. R
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. -
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 170.000.000
. HUTANG Rp. 228.800.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-1il) Rp. -58.800.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk go.ud. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui =/kon kpk co.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1989 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 10 Februari 2020.

4. Pengumuman ini tidak memeriukan tanda tangan karena dicetak secara otomalis.



KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG . YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA TERNATE

SUB UNITKERJA : PENGADILAN AGAMA TERNATE

. DATA PRIBADI
1. Nama . IRNAYANTI TJAN, SH
2. Jabatan - PANITERA PENGGANTI
3. NHK © 480803
ii. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. e
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 20.000.000

1. MOTOR. YAMAHA MIO VINO BJS Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 25.000.000

. HUTANG Rp. 250.000.000
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (il-1lI) Rp. -225.000.000

Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara olomalis dan
slhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
dilsi dan dikinmkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.d. serta tidak dapat dijadikan
dasar aleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2 Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Momor 28 Tahun 1298 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 3 Maret 2020

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA TERNATE

SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA TERNATE

I. DATA PRIBADI
1. Nama - MARINI ABDULLAH
2. Jabatan . PANITERA PENGGANTI
3. NHK . 547554
il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 110.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 25 m2/22 m2 di KOTA TERNATE .
WARISAN Rp. 110.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 12.000.000
1. MOTOR. YAMAHA SEPEDA MOTOR RODA DUA Tahun 2014,
HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -

D. SURAT BERHARGA Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 500.000

F. HARTA LAINNYA Rp.
Sub Total Rp. 122.500.000

Iil. HUTANG Rp. 319.572.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (11-il1) Rp. -197.072.000

Catatan:



¢
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Komisi Pemberantasan Korupsi

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang lercanium dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn kpk.goid. serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang lidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasiiitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 20 Januari 2020,

4. Pengumuman ini tidak memeriukan tanda tangan karena dicetak secara otomalis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
{Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA TERNATE

SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA TERNATE

I. DATA PRIBADI
1. Nama . DJABIR SASOLE
2. Jabatan : WAKIL KETUA
3. NHK : 83978
il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.

1.

Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/54 m2 di HALMAHERA
SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

2. Tanah Seluas 30000 m2 di MALUKU TENGAH, HIBAH TANPA
AKTA Rp. 20.000.000
3. Tanah Seluas 375 m2 di MALUKU TENGAH, HIBAH TANPA AKTA
Rp. 30.000.000
4. Tanah Seluas 225 m2 di MALUKU TENGAH, HASIL SENDIRI Rp.
35.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di KOTA TERNATE ,
HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI
Rp. 3.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 10.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp.
F. HARTA LAINNYA Rp.
Sub Total Rp.
lI.LHUTANG Rp.
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-1lI) Rp.

515.000.000

13.000.000

74.550.000

227.538.914
B830.088.914
210.635.000
618.453.914

Catatan:



Komisi Pemberantasan Korupsi

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara olomalis dari
sihkpn kpk.go.id. Seluruh dala dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara metalui ethkpn kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkulan alau siapapun juga unluk menyalakan bahwa hara
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/aizu Keluarganya yang lidak dilaporkan dalam LHKPN, mzaka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK datam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepatisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 23 Januari 2020.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



